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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 03/VIIl /2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
58 Tahun 2015 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota
Yogyakarta, perlu di bentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan
AnakKota Yogyakarta;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang




I'e
- Mbahan kedus Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
NG Pemerintahin Daerah (Lembasan Negara Tahun 2015

:"“"H‘ S8, Tombahan Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor
0 ),

5. Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur - Negara  dan
Reformasi Dirokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengembangan Budaya Ketjn;

0. Peraturan Gubernur Dacrah Istimewa Yogyakaria Nomor 72
Tahun 2008 tentang Dudaya Pemerintahan di Daerah Istimews
Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2008 Nomor 73);

7. Pernturan Oubernur Daerah Istimewn Yogyakarta Nomor 53
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan
(Berita Daerah Provinsl Dacrah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014
Nomor 53);

8. Peraturan Wallkota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi
(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 77);

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA
| TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan Susunan
Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak ini.

KEDUA Kelompok Budaya Pemerintahan adalah kelompok kerja untuk
mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai

budaya pemerintahan di OPD/unit kerja

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai
berikut :

a. menyusun rencana aksi (action plan) Implementasi Budaya
Pemerintahan;

b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya
Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;

c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan
menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai
Satriya;

d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di
lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari
pemecahan/jalan keluar yang terbaik;

€. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak
lanjut hasil evaluasi;




KEEMPAT

KELIMA

menyusun laporan pelaksansan rencans ksl (action plan)

Implemennsi Budayn Pemerintahan;

K berkoordinasl dengan OPD/Unit Kerja yang membidangl bidang
keorganisaslun untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap peluksannan Budaya Pemerintahan,

h. Laporan pelaksanann rencana aksi (action plan) disampaikan

Kepada Kepala Baglan Organisasi Betda Kota Yogyakarta Setiap

1 (satu) kall dalam 1(satu) Tahun,

Dalam melaksanakan tugasnya kelompok budaya pemerintahan
bertanggung jawab kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan AnakKota Yogyakarta,

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Perlindungan Anak ini berlaku 1 (satu) Tahun sejak tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 03 Juli 2019

KEPALA,

DY MUHAMMAD
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Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 03 Juli 2017
KEPALA,
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